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Abstract 
 Capital expenditure is  the government spending to fulfill community needs for public 
services as  a regional development priorities in North Sumatra Province. The existence of 
regional autonomy requires local governments to manage their own regional finances and 
fulfill the needs of their communities. The availability of public facilities can be fulfilled by the 
government capital expenditure, so that maximum public services can be achieved. The 
purpose of this study was to determine the condition of capital expenditure and public services 
of districts / cities in North Sumatra province, as well as their relationship. The study was 
conducted with descriptive analysis, Pearson correlation, and quadrant analysis. The results 
showed that the capital expenditure and public services of districts / cities in North Sumatra 
province were generally still below the average and both had a significant, positive, but weak 
relationship. Districts / cities in North Sumatra Province are dominated by types of regions 
whose capital expenditure and public services are below average. 
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Intisari 
 Belanja modal merupakan belanja pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan 
masyarakat terhadap pelayanan publik sebagai prioritas pembangunan daerah di Provinsi 
Sumatera Utara. Adanya otonomi daerah mengharuskan pemerintah daerah mengelola 
keuangan daerahnya sendiri dan memenuhi kebutuhan masyarkatnya. Kemampuan pemerintah 
daerah untuk mengelola keungan daerah akan menentukan besar belanja modal sebagai bentuk 
investasi dengan penambahan aset. Ketersediaan fasilitas publik dapat terpenuhi dengan 
adanya belanja modal yang dilakukan pemerintah sehingga pelayanan publik yang maksimal 
dapat tercapai. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kondisi belanja modal dan 
pelayanan publik kabupaten/kota di provinsi Sumaera Utara, serta hubungannya. Penelitian 
dilakukan dengan analisis deskriptif, korelasi pearson, dan analisis kuadran. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa besar belanja modal dan pelayanan publik kabupaten/kota di provinsi 
Sumatera Utara secara umum masih dibawah rata-rata dan keduanya memiliki hubungan yang 
signifikan, positif, namun bersifat lemah. Kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara 
didominasi oleh tipe wilayah yang belanja modal dan pelayanan publiknya dibawah rata-rata. 
 
Kata  Kunci: Belanja modal, pelayanan publik, keungan daerah, fasilitas, aset
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PENDAHULUAN  
Adanya otonomi daerah 
menyababkan pemerintah daerah berhak 
untuk mengurusi keuangan daerah 
termasuk belanja modal dan berkewajiban 
memenuhi kebutuhan masyaraktnya 
sendiri. Menurut Pasal 1 UU Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, 
otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan 
kewajiban daerah otonom untuk mengatur 
dan mengurus sendiri urusan pemerintahan 
dan kepentingan masyarakat setempat 
sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.  
Berdasarkan peraturan pemerintah 
Nomor 71 Tahun 2010, belanja modal 
adalah belanja modal pemerintah yang 
manfaatnya melebihi satu tahun anggaran 
danakan menambah kekayaan atau asset 
daerah dan akan menambah belanja yang 
bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan 
pada kelompok belanja administrasi umum. 
Belanja Modal dapat dikategorikan dalam 5 
(lima) kategori (Syaiful, 2006), yaitu 
belanja modal: (1)tanah, (2)peralatan dan 
mesin, (3)bangunan dan gedung, (4)jalan, 
irigrasi dan jaringan, (5)aset lainnya. 
Menurut Undang-Undang No. 25 
Tahun 2009 tentang pelayanan publik, 
pelayanan publik adalah segala bentuk 
kegiatan dalam rangka pengaturan, 
pembinaan, bimbingan, penyediaan 
fasilitas, jasa dan lainnya yang 
dilaksanakan oleh aparatur pemerintah 
sebagai upaya pemenuhan kebutuhan 
kepada masyarakat sesuai ketentuan 
perundang-undangan yang berlaku. 
Berdasarkan keputusan MENPAN No. 63/ 
KEP/ M. PAN/ 7/ 2003 kegiatan pelayanan 
umum atau publik antara lain pelayanan 
administratif, pelayanan barang, dan 
pelayanan jasa. Bappenas (Muta’ali, 2015) 
membuat ukuran indek pelayanan fasilitas 
publik untuk mengukur kemampuan 
Pemerintah Daerah dalam menyediakan 
dan melayani kebutuhan fasilitas dasar bagi 
penduduknya, khususnya pendidikan, 
kesehatan, dan infrastruktur jalan.  
Indikator yang akan digunakan ialah 
sebagai berikut: 
1. Jumlah Siswa per Sekolah 
Indikator ini mengindikasikan daya 
tampung sekolah di satu daerah. 
Rasionya dibedakan antara tingkat 
pendidikan dasar SD dan SMP dan 
tingkat lanjutan SLTA. 
2. Jumlah Siswa per Guru 
Rasio siswa per guru ini juga 
dibedakan antara tingkat 
pendidikan dasar SD dan SMP dan 
tingkat lanjutan SLTA. 
3. Ketersediaan Fasilitas Kesehatan  
Ketersediaan fasilitas kesehatan 
dinyatakan dalam rasio terhadap 10 
ribu penduduk (jumlah ini 
digunakan untuk mendekatkannya 
dengan skala kecamatan).  
4. Ketersediaan Tenaga Kesehatan  
Ketersediaan tenaga kesehatan 
dinyatakan dalam rasio terhadap 10 
ribu penduduk. 
5. Kualitas infrastruktur  
Indikator ini menyangkut besarnya 
persentase panjang jalan dengan 
kualitas baik, terhadap keseluruhan 
panjang ruas jalan di kabupaten 
yang bersangkutan.  
 
Dilihat dari karakteristiknya, salah 
satu jenis investasi adalah investasi publik 
(Noor, 2007). Investasi Publik atau 
investasi pemerintah adalah investasi yang 
dilakukan oleh negara atau pemerintah, 
untuk membangun sarana dan prasarana 
atau infrastruktur guna memenuhi 
kebutuhan masyarakat (publik). Pada teori 
ekonomi makro ditunjukkan dalam grafik 
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bahwa investasi (I) berbanding terbalik 
dengan suku bunga (r) dan suku bunga (r) 
juga berbanding terbalik dengan output (Y). 
Sehingga secara tidak langsung dari kedua 
grafik diketahui bahwa investasi melalui 
suku bunga berbanding lurus dengan output 
(Mankiw, 2003).  
Fungsi produksi didefinisikan 
sebagai hubungan teknis antara input 
dengan output, yang mana hubungan ini 
menunjukkan output sebagai fungsi dari 
input. Input sebagai mana digunakan dalam 
proses produksi antara lain modal, tenaga 
kerja, dan lain-lain (Gasperz, 2004). Dalam 
ilmu ekonomi, output dinotasikan dengan Q 
sedangkan input (faktor produksi) yang 
digunakan biasanya terdiri dari input 
kapital (K) dan tenaga kerja (L). Sehingga 
belanja modal sebagai input dan 
pelayannpublik sebagai output memiliki 
hibungan dan berbanding lurus. Maka perlu 
dilakukan penelitian untuk mengetahui 
hubungan keduanya. Provinsi Sumatera 
Utara sebagai salah satu provinsi terbesar 
dan berpeluang sebgai pusat pertumbuhan 
pulau Sumatera memliki 33 kabupaten.kota 
yang beragam karakteristiknya. Penelitian 
ini bertujuan untuk mengetahui kondisi 
belanja modal dan pelayan publik pada 
kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara 
dan hubungan keduanya, yaitu: 
1. Identifikasi variasi besar belanja 
modal Kabupaten/Kota di Provinsi 
Sumatera Utara 
2. Deskripsi kondisi pelayanan publik 
Kabupaten/Kota di Provinsi 
Sumatera Utara 
3. Menganalisis hubungan belanja 
modal dan pelayanan publik di 
Kabupaten/Kota di Provinsi 
Sumatera Utara 
  
METODE PENELITIAN  
Metode yang digunakan adalah 
teknik analisis deskriptif untuk menjawab 
tujuan penelitian pertama dan kedua, yaitu 
mengetahui kondisi belanja modal dan 
pelaynana publik kabupaten/kota di 
provinsi Sumatera Utara.  Analisi korelasi 
pearson dan analisis kuadran digunakan 
untuk menjawab tujuan ketiga yaitu 
menegtahui hubungan belanja modal dan 
pelaynana publik pada kabupaten/kota di 
provinsi Sumatera Utara. Data yang 
digunakan adalah data sekunder yang 
didapatkan dari web resmi BPS, Statistik 
Keuanngan Provinsi Sumatera Utara, 
Kabupaten/Kota dalam angka untuk semua 
kabupaten/kota di Sumatera Utara.. Data 
berupa realisasi belanja modal, jumlah 
siswa dan sekolah (SD, SMP, SMA), 
jumlah fasilitas kesehatan, dan panjang 
jalan. Data diolah dengan tabulasi, 
klasifikasi, dan pemetaan.  
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
1. Belanja Modal Kabupaten/Kota di 
Provinsi Sumatera Utara 
Daerah-daerah di provinsi Sumatera 
Utara memiliki rata-rata belanja modal 
yang bervariasi dari tahun 2010-2016. 
Provinsi Sumatera Utara memiliki rata-rata 
belanja modal daerah sebesar Rp137 miliar. 
Sebagian besar kabupaten/kota di provinsi 
ini memiliki belanja modal dibawah angka 
rata-rata ini, yaitu 22 daerah dari total 33 
kabupaten/kota di provinsi Sumatera Utara. 
Kota Medan merupakan daerah dengan 
belanja rata-rata belanja modal tertinggi. 
Daerah-daerah di provinsi Sumatera 
Utara didominasi oleh kabupaten/kota 
dengan rata-rata belanja modal yang rendah 
(Gambar 1). Lebih dari setengah dari total 
jumlah daerah di provinsi ini memiliki 
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belanja modal yang rendah yaitu dibawah 
rata-rata seluruh kabupaten/kota.  Kota 
Medan sebagai pusat kegiatan provinsi 
Sumatera Utara dan beberapa daerah 
disekitarnya merupakan daerah yang 
termasuk daerah dengan rata-rata belanja 
modal tinggi. Beberapa daerah di bagian  
barat dan timur provinsi Sumatera Utara 
memiliki belanja modal sedang. Daerah-
daerah di pulau Nias juga termasuk daerah 
yang memiliki belanja modal yang rendah. 
Secara umum daerah dengan jarak dekat 
dari ibu kota memiliki belanja modal yang 
sedang dan tinggi meskipun terdapat 
bebrapa daerah yang masih rendah belanja 
modalnya walaupun dekat Kota Medan. 
 
 
Tingginya rata-rata belanja modal 
ini menunjukkan besarnya belanja yang 
dilakukan pemerintah Kota Medan untuk 
peningkatan aset. Besarnya kebutuhan 
masyarakat di Kota Medan dan kemampuan 
keuangan daerah Kota Medan dapat 
menjadi penyebab tingginya rata-rata 
belanja modalnya. Menurut Salam (2016), 
dalam penelitiannya menyatakan 
pendapatan asli daerah, sisa lebih 
perhitungan anggaran, dan dana alokasi 
umum berpengaruh secara signifikan 
terhadap perubahan anggaran belanja 
modal. dalam penelitianya dikatan semakin 
besar PAD yang dihasilakn maka semakin 
besar belanja modalnya. Sementara itu 
menurut hasil penelitian  Ruwanti, dkk 
(2018), PAD tidak mempengaruhi belanja 
modal. Ada kemungkinan belanja modal 
yang rendah karena dana transfer yang 
rendah. 
Rata-rata belanja modal 
kabupaten/kota di provinsi Sumatera Utara 
pada tahun 2010 hingga 2016 cenderung 
semakin besar (Gambar 2). Peningkatan 
besar belanja modal ini mengindikasikan 
upaya pemerintah daerah untuk 
peningkatan pembelian aset.   
 
Gambar 2 Pertumbuhan Rata-Rata Belanja 
Modal Kabupaten/Kota di Provinsi 
Sumatera Utara Tahun 2010-2016 
Gambar 1 Peta Tingkatan Rata-Rata 
Belanja Modal Kabupaten/Kota di 
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010-2016
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Pertumbuhan belanja modal pada 
kabuapten/kota di provinsi Sumatera Utara 
cenderung tidak stabil. Besar belanja modal 
kabuapten/kota ini mengalami naik turun 
yang besar setiap tahunnya. Kabupaten 
Langkat, Kabupaten Mandailing Natal, 
Kota Binjai, dan Kota Sibolga merupakan 
daerah-daerah yang terus mengalami 
pertumbuhan besar belanja modal 
sepanjang tahun 2010-2016. Pertumbuhan 
terbesar mencapai empat kali lipat, yaitu 
Kota Gunung Sitoli pada tahun 2011-2012. 
Namun diperiode berikutnya langsung 
mengalami pernurunan yang sangat besar. 
Penurunan terbesar adalah mencapai lebih 
dari setengah besar belanja modal pada 
tahun sebelumnya, yaitu Kabupaten 
Tapanuli Tengah pada periode 2013-2014. 
Perubahan pendapatan bisa menjadi salah 
satu penyebab perubahan besar seperti ini. 
Pendapatan sebagai sumber utama dana 
pemerintah daerah untuk melakukan 
belanja akan mempengaruhi besar belanja 
modalnya. Ardhini dan Handayani (2011) 
menyebutkan bahwa rasio efektivitas 
keuangan daerah berpengaruh positif 
terhadap belanja modal untuk pelayanan 
publik.  
Daerah di provinsi Sumatera Utara 
didominasi oleh kabupaten/kota dengan 
rasio belanja modal terjdapab belanja 
daerah yang rendah. Nias Barat merupakan 
daerah dengan rata-rata rasio tertinggi. 
Upaya pemerintah daerah untuk 
pertumbuhan di kabupaten ini terus 
meningkat. Pemerintah daerah Kabupaten 
Nias Barat dengan pendapatan dan besar 
belanja yang rendah tetap memaksimalkan 
belanja untuk aset daerah. Semenatar itu, 
Kota Medan dengan pendapatan dan besar 
belanja modal tertinggi, memiliki rasio 
belanja modal terhadap belanja daerah yang 
rendah. Belanja pegawai atau belanja 
barang bisa jadi menjadi prioritas bagi 
pemerintah Kota Medan. Sehingga belanja 
modal yang besar belum tentu rasio belanja 
unruk belanja modalnya tinggi. 
Rata-rata rasio belanja modal 
terhadap jumlah penduduk kabupaten/kota 
di provinsi Sumatera Utara adalah 1,2. 
Artinya rata-rata pemda di provinsi 
Sumatera Utara membelanjakan sebanyak 
Rp1,2 juta untuk belanja modal per 
penduduknya. Angka ini berada diatas rata-
rata rasio belanja modal kabupaten dan kota 
se-provinsi secara nasional, yaitu Rp 0,4 
juta. 
Terdapat tiga daerah yang memiliki 
rasio belanja modal perkapita yang tinggi, 
yaitu Kota Tebing Tinggi dan Medan, serta 
Kabupaten Padang Lawas. Kota Tebing 
Tinggi dengan jumlah penduduk yang tidak 
besar memampukan pemerintah 
mengalokasikan belanja modal yang tinggi 
untuk penduduknya. Kota Tebing Tinggi 
dengan jumlah kecamatan yang hanya 
berjumlah lima, dimana jumlah ini lebih 
sedikit dibandingkan derah lainnya di 
provinsi Sumatera Utara. Kebutuhan yang 
tidak terlalu besar dan pendapatan yang 
cukup tinggi menjadikan rasio belanja 
modal perkapita yang tinggi untuk Kota 
Tebing Tinggi. 
 
 
Gambar 3 Rata-Rata Komposisi Belanja 
Modal Kabupaten/Kota di Provinsi 
Sumatera Utara Tahun 2014 
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Secara umum belanja modal tahun 
kabupaten/kota di provinsi Sumatera Utara 
tahun 2014 didominasi oleh belanja modal 
jalan, irigasi, dan jaringan (Gambar 3). 
Terdapat beberapa daerah yang memiliki 
komposisi belanja modal yang jauh berebda 
dengan kabupaten/kota lainnya. Tapanuli 
Selatan, Nias Utara, dan Labuhan Batu 
Utara memiliki rasio belanja modal 
peralatan dan mesin yang besar. Kabupaten 
Labuhan Batu Utara memiliki lebih dari 
90% belanja modal peralatan dan mesin. 
Sebagai daerah yang baru saja mekar dan 
memiliki pendapatan yang cukup tinggi 
sebagai dearah baru, pemerintah daerah 
Labuhan Batu Utara memiliki kebijakan 
pemerataan pembanguan yang merupakan 
misi pemerintah daerah dalam RPJMD 
tahun 2011-2015. 
 
2. Pelayanan Publik Kabupaten/Kota 
di Provinsi Sumatera Utara 
Kabupaten/kota di provinsi 
Sumatera Utara masih didominasi oleh 
pelayanan jasa yang rendah, baik 
pendidikan, kesehatan, dan jalan (Gambar 
4). Daerah-daerah dengan indek pelayanan 
jasa tinggi merupakan kota-kota yang lebih 
berkembang dari daerah lainya di provinsi 
Sumatera Utara. Kota Medan, Kota 
Pematang Siantar, Kota Sibolga, dan Kota 
Tanjung Balai merupakan daerah dengan 
pelayanan jasa yang terbaik. Kondisi 
perekonomian yang baik, aparatur daerah 
berkualitas, dan pertumbuhan yang pesat 
menjadikan pelayanan di daerah ini 
menjadi maksimal. Kota Medan sebagai 
pusat pertumbuhan Provinsi Sumatera 
Utara adalah satu-satunya daerah yang 
memiliki pelayanan jasa, baik pendidikan, 
kesehatan, dan jalan yang termasuk kelas 
tinggi. Keadaan ini menujukkan 
kemampuan pemerintah Kota Medan yang 
maksimal dalam memenuhi kebutuhan 
masyarakat Kota Medan. 
 
Gambar 4 Jumlah Kabupaten/Kota di 
Provinsi Sumatera Utara Berdasarkan 
Kelas Pelayanan Jasa Tahun 2016 
Pelayanan administrasi kabupaten/ 
kota di provinsi Sumatera Utara dapat 
dinilai dari kepengurusan E-KTP. 
Keterpeunuhan kebutuhan pelayanan 
administrasi masyarakat dapat dilihat dari 
rasio jumlah penduduk yang sudah 
memiliki E-KTP dibandingkan jumlah 
penduduk yang wajib memiliki KTP. 
Secara umum terdapat perbedaan yang 
kontras pada setiap daerah di provinsi 
Sumtera Utara. Beberapa daerah sudah 
memuhi lebih dari 60% kebutuhan 
masyarakat dalam penguruhsan E-KTP, 
bahkan mencapai nilai 85%. Disis lain 
terdapat daerah-daerah yang masih sangat 
kecil nilai rasio jumlah penduduk yang 
sudah memiliki E-KTP terhadap jumlah 
penduduk wajib KTP-nya. Terdapat enam 
daerah yang nilai rasionya bahkan belum 
mencapai angka 10% dan selebihnya belum 
mencapai 20%. Sebelas dari tiga puluh tiga 
kabupaten/kota di provinsi Sumatera Utara 
telah menunjukkan kualitas pelayanan 
administrasi melalui pengrusan E-KTP 
yang menggambarkan bahkan setengah dari 
daerah-daerah di provinsi Sumatera Utara 
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belum memiliki pelayanan administrasi 
yang memuaskan. Hal ini menunjukkan 
lagkah pemerintah daerah menuju e-
government semakin baik. Menurut hasil 
penelitian Hassan dkk, (2011) 
perkembangan e-government akan 
memperbaiki kualitas pelayanan publik. 
Secara umum kabupaten/kota di 
provinsi di Sumatera Utara telah terpenuhi 
kebutuhan listriknya. Rata-rata kabupaten/ 
kota di provinsi Sumatera mencapai angka 
92%. Semua daerah pada provinsi ini lebih 
dari 50% dari total jumlah rumah tangga  
nya sudah terhubung dengan listrik PLN. 
Hanya ada tiga daerah yang persentase 
rumah tangga yang terhubung listrik PLN 
masih dibawah 70%, yaitu Kabupaten Nias, 
Nias Selatan, dan Nias Utara. Daerah-
daerah ini berada di Pulau Nias. Daerah-
daerah ini lebih tertingal dari kabupaten/ 
kota lainnya yang berada di Pulau 
Sumatera. Masih banyaknya desa-desa 
yang belum memiliki jaringan listrik pada 
daerah-daerah ini karrna keterbatasan 
daerah untuk membangunnya menjadi 
penyebabnya. rendah. Kota Medan dan 
beberapa daerah disekitar daerah yang 
sedang. Tingginya jumlah penduduk di 
daerah-daerah ini menuntut pelayanan yang 
cukup. 
Berdasarkan gambar 5 provinsi 
Sumatera Utara didominasi oleh daerah 
dengan indek pelaynan publik yang rendah. 
Kota Medan dan beberapa daerah 
disekitarnya yang berada di bagian utara 
provinsi Sumatera Utara termasuk 
kabupaten/kota yang memiliki indek 
pelayanan jasa yang tinggi. Kabupaten Deli 
Serdang yang berada dekat dengan Kota 
Medan dan beberapa daerah lainnya 
disekitar daerah yang memiliki indek 
pelayanan tinggi merupakan daerah dengan 
indek pelayanan sedang. Tingginya jumlah 
penduduk di daerah-daerah ini menuntut 
pelayanan publik yang cukup dengan 
tersedianya fasilitas keshatan dan 
pendidikan, kualitas jalan yang baik, serta 
terpenuhinya kebutuhan listrik dan 
pelayanan administrasi. Daerah-daerah 
yang maju dan atau berada disekitar daerah 
yang maju cenderung memiliki indek 
pelayanan publik yang baik.  
 
Gambar 5 Peta  Tingkatan Indek 
Pelayanan Publik Kabupaten/Kota 
di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 
 
Pada pulau Nias sendiri terdapat 
satu daerah indek pelaynaan publiknya 
kelas sedang diabndingkan dengan daerah-
daerah lainnnya yang memiliki indek 
pelayanan daerah yang rendah, yaitu 
Kabupaten Nias. Daerah-daerah di Pulau 
Nias yang berada terpisah dari daerah-
daerah di Pulau Sumatera ini cenderung 
memiliki tingkat kemajuan yang lebih 
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rendah. Hampir semua daerah pada pulau 
ini termasuk pelayanan publik rendah. 
Keterbatasan pemerintah daerah 
memaksimalkan pelayanan publik di 
daerah-daerah ini menjadi penyebabnya. 
Masih banyaknya jalan yang berkualiats 
buruk, keterbatasan jumlah fasilitas 
kesehatan, dan gedung sekolah membuat 
kabupaten-kabupaten ini didominasi oleh 
pelayanan publik yang rendah. Jarak yang 
jauh menyebabkan pembangunan daerah 
pada Pulau Nias lebih lamban. 
Pembanguunan manusia yang rendah dan 
dana pembangunan yang sedikit menjadi 
penyebab lainnya. 
 
3. Hubungan Belanja Modal dan 
Pelayanan Publik Kabupaten/Kota 
di Provinsi Sumatera Utara 
Pada tabel 1 hasil korelasi pearson 
menunjukkan bahawa terdapat hubungan 
antara rata-rata belanja modal dengan indek 
pelayanan publik pada Kabupaten/Kota di 
provinsi Sumatera Utara.Sifat dari 
hubungannya adalah positif yang artinya 
ketika belanja modal tinggi maka indek 
pelayanannya tinggi dan sebaliknya. 
Namun berdasarkan kekuatan 
hubungnannya, hubungan anatara rata-rata 
belanja modal dan indek pelayan publik ini 
termasuk lemah. Hal ini dapat dilihat dari  
masih bayaknya daerah dengan belanja 
modal tinggi namun indek pelaynan 
publiknya masih rendah dan sebaliknya.  
 Adanya hubungan yang bersifat 
positif antara belanja modal dan pelayanan 
publik di provinsi Sumatera Utara ini sesuai 
dengan teori ekonomi makro. Belanja yang 
dilakukan oleh pemerintah daerah berupa 
modal merupakan input. Semakin besar 
inputnya maka output diharapkan juga 
semain besar, yaitu pelayanan publik 
terutama pelayanan jasa. Belanja modal 
untuk membeli aset daerah seperti tanah, 
gedung, peralatan/mesin, dan lainnya 
dilakukan untuk memenuhi kebutuhan 
masyarakat terutama dalam hal pelayanan 
jasa seperti fasilitas kesehatan, gedung 
sekolah, dan jalan dengan kualitas baik. 
Kondisi pelayanan publik yang baik dapat 
tercapai dengan meningkatkan kuantitas 
belanja modal atau proporsi belanja modal 
dari total belanja daerah yang dilakukan 
oleh pemerintah setiap daerah. Bagi daerah 
yang memiliki pendapatan yang tinggi akan 
memudahkan pemerintah dalam melakukan 
pemenuhan kebutuhan belanja modal 
namun dengan proporsi yang cukup.  
 
 
Tabel 1 Korelasi Belanja Modal dan Indek Pelayanan Publik Kabupaten/Kota  
di Provinsi Sumatera Utara 
 Jalan Kesehatan Pendidikan Indek 
Pelayanan 
Publik 
Belanja 
Modal 
korelasi sig korelasi sig korelasi sig korelasi sig 
0,242 0,175 0,774 0,000 0,124 0,491 0,357 0,04 
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Berdasarkan tabel 1 dapat 
dilhat bahwa ada hubungan yang 
signifikan antara besar belanja modal 
dengan ketersedianan pelayanan 
kesehtan pada kabupaten/kota di 
provinsi Sumatera Utara. Hal ini 
menujukkan bahwa dengan belanja 
modal yang memadai suatu daerah 
dapat ememnuhi kebutuhan 
pelayanan kesehtan masyrakatnya 
memuli penyedeiaan fasilitas 
kesehatan. Daerah-daerah yang lebih 
berkembang si Sumatera Utara 
memiliki fasilitas kesehatan yang 
memadai jumlahnya karena 
kemampuan daerahnya untuk 
membelanjakan aset gedung melalui 
belanja modal yang tersedia.  
Berdasarkan tabel 1 dapat 
dilhat bahwa tidak ada hubungan 
yang signifikan antara besar belanja 
modal dengan ketersedianan 
pelayanan pendidikan pada 
kabupaten/kota di provinsi Sumatera 
Utara. Hal ini menujukkan bahwa 
daerah-daerah di provinsi Sumatera 
Utara belum menunjukkan adanya 
hubungan belanja modal dengan daya 
tampung sekolah. Daerah dengan 
belanja moal yang tinggi tidak selalu 
memiliki daya tampung sekolah yang 
memadai. Fasilitas pendidikan 
lainnya bisa menjadi sasaran lainnya 
bagi belnaj modalaerah-daerah di 
provinsi Sumatera Utara, seperti 
sarana dan prasarana lainnya dalam 
bentuk peralatan, buku, perpustakaan 
dan lainnya.  
Pada tabel 1 dapat dilhat 
bahwa tidak ada hubungan yang 
signifikan antara besar belanja modal 
dengan kondisi jalan pada 
kabupaten/kota di provinsi Sumatera 
Utara. Hal ini menujukkan bahwa 
daerah-daerah di provinsi Sumatera 
Utara belum menunjukkan adanya 
hubungan belanja modal dengan daya 
tampung sekolah, yaitu daerah 
dengan belanja moal yang tinggi tidak 
selalu memiliki rasio jalan kondisi 
baika yang tinggi. Masih banyaknya 
daerah dengan kondisi jalan tidak 
baik sementara belanja modlnya 
cukup memadai menjadi 
penyebabnya. Besarnya kasus korupsi 
pada bidang infrastruktur adalah 
menjadi salah satu penyebabnya. 
Banyaknya jumlah Kepala Daerah 
yang melaukan korupsi ppada 
provinsi Sumatera menjadi hambatan 
untuk peningkatan kulaitas jalan yang 
merupakan kebutuhan yang sangat 
penting untuk setiap daerah. 
 
4. Tipologi Hubungan Belanja 
Modal dan Pelayanan Publik 
Kabupaten/Kota di Provinsi 
Sumatera Utara 
Penyususnan tipologi wilayah 
ini didasarkan pada  belanja modal 
dan indek pelayanan publik.  Belanja 
modal yang digunakan dalam 
penyususnan tipologi ini 
menggunakan data rata-rata belanja 
modal kabupaen/kota di provinsi 
Sumatera Utara tahun 2010-2016. 
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Indek pelayanan publik yang 
diguaakan adalah pelayanan jasa saja 
meningat belanja modal itu sendiri 
dialokasikan untuk belanja aset 
seperti gedung dan jalan. Indek 
pelayanan publik merupakan nilai 
yang didapatkan dari hasil skoring 
data dari variabel-variabel pelayanan 
jasa (pendidikan, kesehatan, dan 
jalan).  
Adapun pembagian tipologi 
wilayah ini terdapat empat tipe yang 
terdiri dari belanja modal dan indek 
pelayanan publik diatas rata-rata, 
belanja modal di atas rata-rata indek 
pelayanan publik dibawah rata-rata, 
belanja modal di bawah rata-rata 
indek pelaynaan publik diatas rata-
rata, serta belanja modal dan indek 
pelayanan publik di bawah rata-rata 
(Tabel 2).   
Tabel 2  Tipologi Wilayah anatara Belanja Modal dan Inndek Pelayanan Publik 
Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara 
Kriteria  Belanja Modal 
>rata-rata <rata-rata 
Indek 
Pelayanan 
Publik 
>rata-
rata 
Tipe I                  
Deli Serdang, Langkat, Serdang 
Bedagai, Kota Medan  
 
 
(4 Daerah, 13%) 
Tipe II                              
 Humbang Hasundutan, Tapanuli Utara, 
Kota Binjai, Kota Padangsidempuan, Kota 
Pematang Siantar, Kota Sibolga, Kota 
Tanjung Balai  
(7 Daerah, 21%) 
<rata-
rata 
Tipe III              
Asahan, Batu Bara, Labuhan Batu 
Utara, LabuhaBatu Selatan, Nias 
Selatan, Tapanuli Selatan, Kota 
Tebing Tinggi  
 
(7 Daerah, 21%) 
Tipe IV                         
Dairi, Karo, LabuhanBatu, Mandailing 
Natal, Nias Barat, Nias, Nias Utara, Padang 
Lawas, Padang Lawas Utara, Pakpak 
Bharat, Samosir, Simalungun, Tapanuli 
Tengah, Toba Samosir, Kota Gunungsitoli 
(15 Daerah, 45%) 
Wilayah yang dicirikan oleh 
tipe I adalah wilayah yang belanja 
modal dan indek pelayanan publik 
diatas rata-rata. Daerah yang 
termasuk tipe ini adalah adalah Deli 
Serdang, Langkat, Serdang Bedagai, 
dan Kota Medan. Daerah-daerah yang 
belanja modalnya tinggi dapat 
memenuhi kebutuhan pelayanan 
publik untuk penduduknnya karena 
ketersediaan aset yang diapat melalui 
belanja modal berupa gedung dan 
jalan. Pembangunan yang maksimal 
melalui sarana prasarana yang ada 
dapat dilakukan karena jumlah dana 
yang dibelanjakan oleh pemerintah 
daerahnya juga tinggi. Daerah-daerah 
ini secara umum adalah daerah yang 
lebih maju dibanding daerah lainnya 
di Provinsi Sumatera Utara. 
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Kemampuan daerahnya seimbang 
dengan keterpenuhan kebutuhan 
masyarakatnya. 
Wilayah yang dicirikan oleh 
tipe II adalah wilayah yang belanja 
modalnya di bawah rata-rata dan 
indek pelayanan publiknya di atas 
rata-rata. Daerah yang termasuk tipe 
ini adalah Humbang Hasundutan, 
Tapanuli Utara, Kota Binjai, Kota 
Padangsidempuan, Kota Pematang 
Siantar, Kota Sibolga, dan Kota 
Tanjung Balai. Daerah pada wilayah 
ini memiliki kondisi pelyanan publik 
yang baik meskipun belanja 
modalnya tidak di atas rata-rata. Hal 
ini menunjukkan maksimalnya 
pemerintah daerahnya dalam 
memanfaatkan dana yang ada dalam 
memberikan pelayanan publik. 
Namun belanja modal yang terbatas 
dengan kondisi pelayanan publik 
yang bak ini akan menyebabkan 
perkembangan yang lambat. 
Keterpenuhan pelayanan publik 
mungkin terpenuhi, namun 
perkembangan yang harus dicapai 
dengan adanya perubahan yang tak 
dapat dibendung, seperti 
pertamabahan jumlah penduduk. 
Wilayah yang dicirikan oleh 
tipe III adalah wilayah yang belanja 
modalnya di atas rata-rata dan indek 
pelayanan publiknya di bawah rata-
rata. Daerah yang termasuk tipe ini 
adalah Asahan, Batu Bara, Labuhan 
Batu Utara, LabuhaBatu Selatan, Nias 
Selatan, Tapanuli Selatan, dan Kota 
Tebing Tinggi. Daerah ini merupakan 
daerah yang perlu diupayakan 
peningkatan pelayanan publiknya. 
Belanja modal yang tinggi harusnya 
memampukan pemerintahnya 
memenuhi kebutuhan pelayanan 
publik penduduknya. Pemerintah 
daerah tidak secara optimal 
memanfaatkan dana yang besar 
melalui belanja modal untuk 
memberikan pelayanan terbaik bagi 
masyarakatnya. Dearah ini juga 
berindikasi memiliki masalah 
korupsi, dimana terdapat kasus tidak 
tersalurkannya dana belanja modal 
untuk pemenuhan kebutuhan 
masyrakatnya.  
Wilayah yang dicirikan oleh 
tipe IV adalah wilayah yang belanja 
modal dan indek pelayanan publik di 
bawah rata-rata. Daerah yang 
termasuk tipe ini adalah Dairi, Karo, 
Labuhan Batu, Mandailing Natal, 
Nias Barat, Nias, Nias Utara, Padang 
Lawas, Padang Lawas Utara, Pakpak 
Bharat, Samosir, Simalungun, 
Tapanuli Tengah, Toba Samosir, dan 
Kota Gunungsitoli. Dearah-daerah ini 
menggambarkan daerah yang masih 
belum maju. Belanja modal yang 
rendah menunjukkan kemampuan 
daerah yang buruk untuk melakukan 
belanja aset yang diperlukan untuk 
pemenuhan kebutuhan penduduknya. 
Sementara itu pelayanan publik yang 
dibawah rata-rata karena pemerintah 
daerah yang belum maksimal 
memenuhi kebutuhan pelayanan 
publik .
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Berdasarkan gambar 6, secara 
umum kabupaten/kota di provinsi 
Sumatera Utara dimoniasi dengan 
daerah tipe IV yaitu belanja modal 
dan pelayanan publik di bawah rata-
rata. Bagian tengah dan selatan 
provinsi Sumtaera Utara masih 
ditemukan bayank daerah dengan 
kondisi buruk, dimana kondisi 
pelyanan publiknya dan besar belanja 
modalnya di bawah rata-rata. Berbeda 
dengan daerah di bagian utara.  
Kota Medan dan beberapa 
daerah disekitarnya merupakan 
daerah tipe I. Kota medan sebagai ibu 
kota provinsi dengan aktivitas 
tersibuk di provinsi Sumatera Utara. 
Dengan kemajuan yang ada dan 
jumlah penduduk yang besar 
menuntut pemenuhan kebutuhan 
pelayanan publik yang maksimal dan 
pengaturan belanja yang baik oleh 
pemerintah daerah. Daerah disekitar 
Kota Medan dengan jumlah  
penduduk yang besar juga, 
dipengaruhi oleh kemajuan Kota 
Medan. Daerah-daerah di sekitar 
pusat memang lebih berkembang 
dibading daerah yang jauh, sehingga 
wajar kondisi pelayanan publiknya 
juga lebih baik.  
Di sebelah barat dan timur 
provinsi Sumatera Utara termasuk 
tipe daerah III dan dibagian tengah 
terdapat daerah dengan tipe II. 
Daerah-daerah ini berpotensi untuk 
dapat lebih berkembang lagi dengan 
kebijakan pembangunan yang tepat. 
Beberapa diantaranya adalah daerah 
sekitar danau Toba yang berpotensi 
memicu kemajuan ekonomi untuk 
pendapatan daerah yang lebih 
sehingga pemerintah daerah 
diharapkan memiliki kemampuan 
untuk memaksimalkan pelayanan 
publiknya. Sementara di pulau Nias 
sabagai wilayah yang terpisah dari 
Pulau Sumatera, terdapat setengah 
bagian merupakan daerah yang 
termasuk tipe III dan setengahnya 
adalah tipe IV. 
 
 
Gambar 6 Peta  Hubungan Belanja Modal dan 
Pelayanan Publik Kabupaten/Kota di Provinsi 
Sumatera Utara 
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KESIMPULAN  
Kesimpulan penelitian 
mengenai hubungan belanja modal 
dan pelayanan publik 
Kabupaten/Kota di provinsi Sumatera 
Utara dengan tujuan identifikasi 
variasi besar belanja modal 
Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera 
Utara, deskripsi kondisi pelayanan 
publik Kabupaten/Kota di Provinsi 
Sumatera Utara, dan menganalisis 
hubungan belanja modal dan 
pelayanan publik di Kabupaten/Kota 
di Provinsi Sumatera Utara adalah 
sebagai berikut: 
1. Belanja modal Kabupaten/Kota 
di provinsi Sumatera Utara 
bervariasi dan didomniasi oleh 
daerah dengan belanja modal 
rendah (di bawah rata-rata), 
namun cenderung mengalami 
peningkaan dari tahun ke tahun 
(2010-206), dengan komposisi 
belanja modal untuk jalan, 
irigasi, dan jaringan serta 
peralatan/mesin secara umum 
menjadi bagian terbesar. 
2. Pelayanan publik 
Kabupaten/Kota di provinsi 
Sumatera Utara didominasi 
dengan tingkatan rendah (di 
bawah rat-rata), dengan kualitas 
pelayan administrasi bervariasi 
antar daerah, ketersediaan 
pelyanan barang seluruh daerah 
sudah/hampir terpenuhi, dan 
pelayanan jasa yang secara 
umum masih rendah (di bawah 
rata-rata). 
3. Terdapat hubungan positif antara 
belanja modal dan indek 
pelayanan publik 
Kabupaten/Kota di provinsi 
Sumatera Utara, dengan daerah-
daerah yang terbagi menjadi 
empat tipe berdasarakan kondisi 
belanja modal dan pelayanan 
publik, serta membutuhkan 
arahan kebijakan yang sesuai. 
 
 
SARAN 
Saran-saran yang disusun 
berdasrkan penelitian mengenai 
hubungan belanja modal dan 
pelayanan publik Kabupaten/Kota di 
provinsi Sumatera Utara adalah 
sebagai berikut: 
1. Peningkatan besar dan proporsi 
belanja modal masing-masing 
Kabupaten/Kota di provinsi 
Sumatera Utara. , 
Manajamen keungan daerah 
yang baik oleh pemerintah 
daerah diperlukan di setiap 
daerah kabupaten/kota. 
Pemerintah daerah harus mampu 
menetapkan prioritas dalam 
melakukan belanja dan berupaya 
meningkatkan belanja yang 
tujuannya dalah pemenuhan 
kebutuhan masyrakatnya. 
Seabiknya masyrakat harus 
menjadi fokus utama pemerintah 
daerah dalam negatur keungan 
daerahnya. 
2. Evaluasi dan Monitoring 
penggunaan belanja modal di 
masing-masing daerah. 
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Belanja modal yang besar namun 
tidak didukung dengan 
pemanfaatan yang baik akan 
mengakibatkan kerugian besar 
bagi daerah. Dengan adanya 
pengawasan dan evaluasi 
penggunaan belanja modal yang 
dilakukan oleh pemerintah 
dearah akan menjamin 
pemanfaatan belanja modal yang 
tepat. 
3. Pembangunan sarana dan 
prasarana pelayanan publik 
dengan penggunaan dana yang 
tersedia secara optimal 
Pemerintah daerah seharusnya 
mampu melakukan 
pemabangunan untuk memenuhi 
kebutuhan masyarakatnya. 
Kebuthan dan kemmpuan setiap 
daerah berbeda-beda. Daerah 
dengan kebutuhan pelayanan 
publik yang besar sebaiknya 
memaksimalkan pembangunan. 
Dana yang tersedia sebaiknya 
digunakan secara optimal. 
4. Peningkatan kualiats dan 
kuantitas pelayanan publik, baik 
pelayanan adsminitrasi, barang, 
dan jasa.  
Keterpenuhan kebutuhan 
pelayanan publik dapat dicapai 
dengan kualitas dan kuantitas 
sarana dan prasarana pelayanan. 
Peningkatan pelayanan publik 
dengan menyesuaikan jumlahnya 
terhadap jumlah penduduk 
penting utuk dilakukan. Selain itu 
kualitaspun harus diperhatikan 
untuk keefektifan pemenuhan 
kebutuhan publik.  
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LAMPIRAN 
 
Tabel Rangkuman Hasil Penelitian 
Kabupaten/Kota Belanja Modal Pelayanan Publik 
Rasio 
terhadap 
Belanja 
Daerah  
Rasio 
Terhadap 
Jumlah 
Penduduk 
Rata-
Rata 
Pertum
-buhan 
(%) 
Rata-
Rata 
Besar 
Reali-
sasi 
(Miliar 
Rupiah) 
Kelas 
Rata-
Rata 
Rasio 
Penduduk 
Ber KTP 
Elektronik 
terhadap 
penduduk 
wajib KTP 
Persentase
Jumlah 
Rumah 
Tangga 
Terhubung 
Listrik 
PLN (%) 
Daya Tampung 
Sekolah (Jumlah 
Siswa Per 
Jumlah Sekolah) 
Ketersediaan 
Fasilutas 
Kesehatan 
(Jumlah 
Fasilitas 
Kesehatan 
Per 10.000 
Penduduk) 
Rasio 
Panjang 
Jalan 
Kondisi 
Baik Per 
Total 
Panjang 
Jalan) 
Indek 
Pelayan-
an Publik 
(Hasil 
Skoring) 
Kelas 
Indek 
Pelaya-
nan 
Publik SD 
dan 
SMP 
SLTA 
Asahan 0,17 1,6 30 145 Sedang 0,01 98 197 253 0,18 0,17 10 Rendah 
Batu Bara 0,24 0,7 20 139 Sedang 0,11 100 178 307 0,06 0,40 11 Rendah 
Dairi 0,19 0,7 20 96 Rendah 0,73 98 191 391 0,09 0,22 13 Sedang 
Deli Serdang 0,18 1,5 20 291 Tinggi 0,16 99 240 250 0,16 0,33 12 Sedang 
Humbang Hasundutan 0,24 0,7 27 106 Rendah 0,86 98 170 434 0,05 0,56 14 Tinggi 
Karo 0,17 1,2 42 118 Rendah 0,15 97 193 383 0,09 0,37 11 Rendah 
Labuhan Batu Utara 0,25 0,5 32 151 Sedang 0,12 94 176 306 0,07 0,26 11 Rendah 
Labuhan Batu 0,20 0,4 28 129 Rendah 0,15 96 209 261 0,06 0,43 11 Rendah 
Labuha Batu Selatan 0,30 0,3 58 142 Sedang 0,78 86 213 265 0,04 0,62 12 Sedang 
Langkat 0,19 2,2 34 192 Tinggi 0,80 98 182 244 0,14 0,25 14 Tinggi 
Mandailing Natal 0,15 0,6 55 98 Rendah 0,01 89 185 221 0,06 0,30 9 Rendah 
Nias Barat 0,42 0.07 24 93 Rendah 0,19 79 150 180 0,02 0,15 8 Rendah 
Nias 0,27 0,2 27 101 Rendah 0,67 64 176 250 0,02 0,25 12 Sedang 
Nias Selatan 0,27 0,3 9 194 Sedang 0,01 55 162 196 0,02 0,32 9 Rendah 
Nias Utara 0,30 1,2 50 91 Rendah 0,14 67 151 203 0,02 0,16 8 Rendah 
Padang Lawas 0,24 4,7 21 105 Rendah 0,11 92 205 219 0,04 0,16 8 Rendah 
Padang Lawas Utara 0,24 1,9 26 109 Rendah 0,09 85 169 171 0,05 0,18 8 Rendah 
Pakpak Bharat 0,30 0,2 24 88 Rendah 0,69 91 107 205 0,02 0,73 11 Rendah 
Samosir 0,24 0,5 23 97 Rendah 0,02 99 121 351 0,04 0,24 10 Rendah 
Serdang Bedagai 0,39 1,1 22 153 Sedang 0,77 100 149 249 0,09 0,65 14 Tinggi 
Simalungun 0,12 0,7 9 161 Rendah 0,07 97 146 338 0,17 0,53 11 Rendah 
Tapanuli Selatan 0,23 0,9 38 131 Sedang 0,81 93 154 265 0,06 0,22 13 Sedang 
Tapanuli Tengah 0,19 0,6 48 123 Rendah 0,74 95 162 335 0,05 0,46 13 Sedang 
Tapanuli Utara 0,19 1,7 22 133 Rendah 0,68 95 145 437 0,05 0,43 14 Tinggi 
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Kabupaten/Kota Belanja Modal Pelayanan Publik 
Rasio 
terhadap 
Belanja 
Daerah  
Rasio 
Terhadap 
Jumlah 
Penduduk 
Rata-
Rata 
Pertum
-buhan 
(%) 
Rata-
Rata 
Besar 
Reali-
sasi 
(Miliar 
Rupiah) 
Kelas 
Rata-
Rata 
Rasio 
Penduduk 
Ber KTP 
Elektronik 
terhadap 
penduduk 
wajib KTP 
Persentase
Jumlah 
Rumah 
Tangga 
Terhubung 
Listrik 
PLN (%) 
Daya Tampung 
Sekolah (Jumlah 
Siswa Per 
Jumlah Sekolah) 
Ketersediaan 
Fasilutas 
Kesehatan 
(Jumlah 
Fasilitas 
Kesehatan 
Per 10.000 
Penduduk) 
Rasio 
Panjang 
Jalan 
Kondisi 
Baik Per 
Total 
Panjang 
Jalan) 
Indek 
Pelayan-
an Publik 
(Hasil 
Skoring) 
Kelas 
Indek 
Pelaya-
nan 
Publik SD 
dan 
SMP 
SLTA 
Toba Samosir 0,18 2,2 20 92 Rendah 0,07 94 151 350 0,04 0,29 11 Rendah 
Kota Binjai 0,17 2,3 26 86 Rendah 0,00 96 232 377 0,04 0,81 12 Sedang 
Kota Gunungsitoli 0,30 1,1 91 109 Rendah 0,19 98 195 332 0,02 0,49 11 Rendah 
Kota Medan 0,21 3,7 16 586 Tinggi 0,08 100 304 362 0,24 0,94 14 Tinggi 
Kota Padangsidempuan 0,18 1 56 101 Rendah 0,12 100 298 374 0,02 0,21 12 Sedang 
Kota Pematang Siantar 0,17 0,08 18 96 Rendah 0,18 100 246 513 0,03 0,79 14 Tinggi 
Kota Sibolga 0,21 0,6 29 72 Rendah 0,01 99 331 425 0,00 0,57 13 Sedang 
Kota Tanjung Balai 0,21 0,6 16 85 Rendah 0,74 99 261 403 0,01 0,70 16 Tinggi 
Kota Tebing Tinggi 0,32 0,4 86 104 Sedang 0,18 99 231 336 0,03 0,50 11 Rendah 
 
Perhitungan Kelas (Muta’ali, 2015) 
Kelas Interval 
Tinggi >r+sd 
Sedang (r+sd)-(<r-sd) 
Rendah <r 
 
